SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAR PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG PENGATURAN DAN PEMURGUTAN RETRIBUSI

USAHA

KEPARTWISATAAN DI KOTA HMAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a.

b.

, I‘dimgingat A

&3]

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengaturan
dan Pemungutan Retribusi Ussha Xepazrrwvisataan
{Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tabun
2002, Seri C Nomor 1}, secara efektif dan berdays guna,
maka pertu melaksanakan penyerasian atas saran dan
pertimbangan sebagaimana maksud surat Menteri
Dalamm Negeri Nomor 188.342/2737/3J tanggal 27
Nopember 2002 Perthal Peraturan Daerah, denan tetap
mengacu pada Undang-undang Nemor 18 Tabun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
percbehannya,

Untuk maksud tersebut huruf a di atas, periu ditetapkan

Peraturan Daerah Xota Makassai tentang Perubaban
Peraturan Daerah Kots Makassar Nemor 2 Tahun 2002
tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha
Kepariwisataan di Kota Makagsar.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-dasrah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara, Republik
Indonesia Nomor 1822); '

. Undang-undang.Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum -
Acara Pidana |Lembaran Negara Republik Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3427,



10.

i1,

12,

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomeor 41, (Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2000 Nomer 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699); '

. Undang-undang Nomor 22 Tshun 1999 tentang

Pemnerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839);

. Peraturan Pemerintah Womor 51 Tahun 1971

tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya
Makassar dan Kabupaten Gowa, Kares dan Fangkajene
dan Kepulauan dalam Iingkungan Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembarsn Negara
Republik Indonesia Momer 2970);

Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 9
Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undangundang
Nomer 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Feraturan Pemerinteh Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Xitab Undang-undang Hukum Pidana
{(Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomer 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonésia Tahun 1999 Nomor 3258,

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Angalisis Mengenai Dampak Lingkungan;

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tabun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota
Kakagsar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi 3elatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 193f;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Femerintah Pusat dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan ILembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 4139

).
1S. Keputusan Presiden Nomor 4l Tahun 1999 fentang
Tehnik Penyusunan Perundang-undangan, Rancangan
Undang-undaag, Rancangan Keputusan Prestden
(Lesnbaran, Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 70); v

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAR RAKYAT DAERAH KOTA MAHASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

RCHOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERGATURAR DAN

PEMURGUTAN RETRIBUSI USAHA KEPARTWISATAAN
DI KOTA MAKASSAR.

Pasal 1

Peraturan Daeran Kota HMakasgsar Nomor 2 Tahun 2602 tentang
Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha Kepariwisataan di Kota

Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tabun 2002, Seri C

Nomor 1), di ubah sebagai berikut ;

A.

i)

G.

Dalaun ayat (4) Pagal 51, diubah dan dibaca “ Izin Usaha sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal imi, berlaku selama usaha tersebut berjalan
dan wajib d: daftar ulang setiap 5 {lima) tahun sekali

. Dalam ayat (3) Pasal 54, diubabh dan dibacs “ Izin Uzaha sebagaimana

dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selams usaha tercebut begjalan
dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lims) tahun sekaii “,

. Dalam ayat (4) Pasal 57, diubah dan dibaca “ Izin Usaha sebagaimana

dimsksud ayat {1} pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan
dan waitb di daftar ulang setiap 5 (lima} tahun sekali

. Dalam ayat (1} Pasal 61, diubah dan dibaca “ Pengusahaan Restoran

didasarkan atas dasar izin ussha restoran yang dikelusrkan oleh
Walikota atau Fegjabat yang ditunjuk untuk iu setelabh memenuhi
syarat yang ditetapkan, yakni Copy Identitas Diri yang bersanglkutan,
dan Iztn Usaha “;

Dalam ayat {2) Pasal 62, diubah dan dibaca “ Izin Usaha Restoran
sebagaimana dimaksud ayat {1) pasal ini, berlaku selama usaha
tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 {lima} tahun
sekali

Dalam ayat (2) Pasal 65, dinbah dan dibaca “ Izin Usaha sebagaimana
dimaksud ayat (1j pasal im, berlaku selama usaha tersebut berjalan
dan wajib di daftar ulang setiap 5 {lima) tahun sekali

Dalam ayat (1] Pasal 68, diubah dan dibaca “ Izin untuk kepentingan
pengembangan Hotel, maupun mekanisme perijinannya ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Waltkota ;

. Dalam ayat 1) Pasal 69, dinbah dan dibaca “ Izin Usaha Hotel berlaku

selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap setiap
5 (lima) tahun sekali ;



Dalam ayat (5) Pasal 73, diubah dan dibaca “ Izin Usaha sebagaimana
dimaksud |ayat {1} pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan
dan wajib d} daftar ulang setiap 5 {lima} tahun sekali

Dalam ayat (6) Pasal 76, diubah dan dibaca “ Izin Usaha perjalanan,
berlaku selama usaha tersebut bterjalan dan wajib di daftar ulang
setiap 5 {lima) tahun sekali

. Dalam ayat {1} Pazal 77, diubah dan dibaca “ Izin untuk kepentingan

pengembangan/ pembangunan sarana dan prasarana usaha wisata
tirta, maupun mekanisme perijinannya ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Walslcota *,

Dalam ayat {1) Pasal 78, diubah dan dibaca “ Tzin Usaha tirta, berlaku
selama ugaha tersebut berjalan dan wajib di dattar wlang setiap 5
{imaj tahun sekali

M. Dalam ayat (2) Pasal 82, diubah dan dibaca * Izin Usaha sebagaimana

N.

dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan
dan wajtb di daftar ulang setiap 5 {lima) tahun sekalt «;

Dslam ayat (1} Pasal 88, =etelah kata pameran disisickan kata,
sehingwa harus dibaca “ Perjalanan wisata (tour). dan atau yang
bersifat promosi obyek wisata, industri jasa keparmwisatasn tidsk
termasuk Pammeran Jasa Industri dan Perdagangan Umum <

Dalam ayat [2) Pasal £8, diubah dan dibaca “ Izin Ussha sebagaimana
dimaksud ayat |1 pasgal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan
dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali

Dalam ayaft (2) Pasal 92, drubah dan dibaca “ Izin Usaha sebagaimana
dimakeud ayst {1} pasal ind, berlaku selama usaha tersebut berjalan
dews wagib di daftar ulang setiap 5 (lima] tahun sekaii

. Dalam ayat (3) Pasal 97, diubah dan dibaca “ Izin Usaha sebagaimana

dimaksud ayat (1) pasal 111, berlaku selama ussha tersebut berjalan
dan wajib di daftar ulang setiap 5 (ima) tahun sekah
Dalarm ayat (1) Pazal 99, diubah dan dibaca “ Izin Usaha sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaicu selama usaha tersebut berjalan
dan wajth 41 daftar ulanyg setiap 5 (lima) tahun seleali

. Dalam ayat {2] Pasal 104, diubah dan dibaca “ Izin Usaha

sebagaimana dimaksud  ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha
tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima} tabhun
sekali “;

. Dalara ayat {2) Pasal 108, dwbsh dan dibaca “ Izmn Ussha

sebagaimana dimakszud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha
terscbut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 {lima} tahun
sekall *;

.Dalam ayat (3) Pasal 112, diubah dan dibaca “ Izin Usaha

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha
tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap S (lima) tahun
sekalt

. Diantara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan BAB VIl A, VILB, VII.C,

VIL.D, VILE, VILF, VIL.G, VILH, VILI, VIL.J, dan disisipkan Pasal Batu
yakni Pasal 118.A, 1185, 118.C, 118D, 118E, 118F, 118.G, 1181,
1168.J, 118X, 118L, 118M 118N, 118.C, 118P, 118Q, yang
berbunyi sebagad bertlaat :



BAEB VIL. A
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WA.JIB RETRIBUSI
Pazal 118. A

Dengan nama retribusi usaba kepariwisataan, dipungut retribusi.

Pazal 118. B

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah Kota atas petijinan usaha kepariwisataan.

Pasal 118. C

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menikmati
pelayanan jasa atas pelayanan perijinan usaha keparswmisataan

Pasal 118. D

Wajitb Retribusi adalah Orang pnbadi atau Badan yang menurut
Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribuei atas
pelayanan penjman usaha kepariwisatasn yvang diberican oleh Walikota
dan atau Pegjabat yang ditunjuk untuk ita.

BABVIL B
TATA CARA PENGUKURAN TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pzsal 118. E

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

Biaya Administrast dan Penggantian Biaya Cetak;
Tin ghat kesulitan dan pembinaan;

Jenis pelayanan yang diberikan,
Jumlahf Kapsitas.

o sr.rn

BAB VL. C
GOLONGAN RETRIBUSI DAN DAERAH PEMUNGUTAN
Pasal 118. F
Retribusi daerah ini termasuk golongan retribusi jasa umum

Pasal 118, F

Retribusi yang terutang dipungut di dalam Daerah



BABVI. D
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 118. H

(1) Prinsip penetapen  tarif retribusi atas jusa perijinan usaha
kepariwicataan, meliputi pemberian pelayanan pembinaan berupa
pemeriksaan, pengawasan, serta upava peningkatac daya dukung
sektor kepartwisataan baik yang terkait langsung maupun- tidak
langsung guna menunjang pengembangan usaha di  bidang
keparnwisataan, dengan memeprhatitan aspek keadilan dan
kemampusn masyarakat, serta kebijakan Daerzb, maupun tidaix
langsung” guna didasarkan pada fujuen untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha Angkutan Umum,

{2) Sasaran penetapan tarif retribusi adalah dalam rangka menutupi
biaya penyediaan jasa, serta diarahkan untuk upaya pengembangan
usaha kepartwisataan.

Pasal 118. 1

Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerahb ini, disetor ke
Kas Daerah.

BABYIL E
MASA RETRIBUSI
Pagal 118, J

Masa retribusi terutang adalah pada saat d.ttetapkqnny a3KRD atau
dokumen yang dipersamsakan,

BABVYIL. ¥
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 118. K

{1) 3KRD sebagaimana dimaksud Pasal 118.J ditetapkan retribusi
terutang dengan menerbitkan SKRD atau dolumen lain yang
diperssunskan;

{?) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan
atan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlabh retribusi yang terutang, maka dikeluarkan
SKRDKBET;

(3) Bentuk, isi dan Tatacara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Paszal ini dan
SKRDEKBT sebagaimana dimaksud ayat (2| Pasal ini ditetapkan
Walikota.



BAB VII. G ‘
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBIISI
Pasal 118. L

{1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/
diborongkan;

() Retribuei dipungut dengan menggpunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan. - -

Pasal 118. M

Tata care pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota
dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yvang berlaku.

Pasal 118. N
(1} Pembayaran reiribusi dilakukan secara tunad,

(2} Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat i1 diberikan
tanda bukti pembayaran;

{3} Bentuk, Isi, Tanda Bukti Pembayaran Retrzbusi ditetapkan Walikota.

BARVIL H
PENGURARGAN, KERINGARAN DAN FEMBEEBASAN RETRIBUSI
Pasal i18. O

. {1} Weaiikota dapat memberikan pengurangsn, keringanan dan
pembebasan retribusi;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud
ayat {1} Passl ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi;

{3} Tata cara pengursngan, keringanan dan pembebasan rtetribusi
ditetaplkan Walikota.

BARB VIL 1
KEDALTUARSA

Pasal 118, p

(1) Hak untuk melskukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah
melampaui jangka waktn 3 {tiga) tahun terhitung apabila wajib
retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi,

(2] Kedaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal (1) syat ini  tertangeuh
apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran.
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribust, baik langsung
atau tidak langsung.



BAB VIL. J
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 118, Q

(1) Dalam hal wajiv Retribusi hidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenskan sanksi administrasi berupa bunga
sebegar 29 (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang
atau kurang dibayar dan ditagih dengsn mengpunakan 3TRD;

{2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentusn yang
termuat dalam izin yang telah diberikan, maka izin dapat dicabul;

(3) Izin dapat ditetbitkan kembali setelah persyaratan telah dipenuhi
oleh pemegang izin yang telah dicabut izinnya rerseout.

BAE VIIX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Pertama
Pasal 119

Struktur vesarnya tarif retribusi usaha keparnvisataan, meliputi biava

adminisirasi dan penggantian biaya cetak, jumiah, Kasifikasi,
penggolongan, pendaftaran ulang.

Pasal IT
Peratuzran Daezah ini mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Makassar,

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 4 Hopember 2603

WALIKOTA MAKASSAR
TTD

H.B. AMIRUDDIN MAULA

Dinndangkan di Makassar
Pada tanggal 4 Hepember 50603

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD
SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2003



